Menimbang :

Mengingat :

KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG
SEWA TANAH KAS DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PEJAMBON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Bupati
Bojonegoro Nomor 35 tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala
Desa dan Perangkat Desa, maka perlu disusun regulasi tentang
Pengelolaan Tanah Kas Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sewa
Tanah Kas Desa di lingkungan Pemerintah Desa Pejambon
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi
Jawa Timur ( diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950 );
Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepostisme;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Menetapkan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan
Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Kewenagan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010
Tentang Desa;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) di Kabupaten Bojonegoro;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Tanah Desa;

Peraturan Desa Pejambon Nomor 03 Tahun 2015 tentang
Sumber Pendapatan Desa;

Peraturan Desa Pejambon Nomor 05 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2018;
Peraturan Desa Pejambon Nomor 06 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2018;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON
dan
KEPALA DESA PEJAMBON
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DESA TENTANG SEWA TANAH KAS DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
Desa adalah Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang

1.

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
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Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Pejambon sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan olah
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.

Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai
tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah
keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Gerakan desa/kelurahan sehat dan cerdas adalah gerakan yang dilakukan
diseluruh wilayah desa dalam bentuk sinergitas program antara pemerintah
Daerah pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan masyarkat yang
sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan;

Kekayaan Desa adalah barang milk desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli
atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainya yang sah.

Sewa adalah pemanfaatan kekayaan Desa oleh pihak lain dengan jangka waktu
yang ditentukan.

Tanah Desa adalah tanah milik Desa yang berupa tanah Bengkok, kuburan,
celengan, dan Titisoro;

Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa yang dijadikan sumber pendapatan Asli
Desa;

Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna, hasil guna,
Tanah Kas Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengasawasan serta
pengendalianya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa berupa Tanah Kas Desa
berbentuk Sewa.

BAB 11
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pasal 2

(1) Pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,



transparansi, partisipasi, dan akuntabel (bisa dipertanggungjawabkan).
(2) Pengelolaan Tanah Kas Desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 3
Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus mendapat
persetujuan BPD.

Pasal 4
Seluruh biaya yang timbul untuk pengelolaan Tanah Kas Desa dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berjalan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Pasal 5
(1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa Sewa.
(2) Sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Panitia.
(3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari Aparatur Pemerintah Desa dan
Lembaga Desa yang memperoleh Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6
Sewa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa
menyewa yang sekurang kurangnya memuat :
a. Pihak penyewa dan Pemerintah Desa
Obyek perjanjian sewa menyewa
Jangka waktu
Harga sewa menyewa
Hal dan kewajiban para pihak

oo o

BAB III
JENIS DAN PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu
Jenis Tanah Kas Desa

Pasal 7
Tanah Kas Desa terdiri dari :

a. Tanah Celengan
b. Tanah Ex Bengkok

Bagian Kedua
Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pasal 8
(1) Hasil sewa Tanah Kas Desa sebagimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dipergunakan
untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan, Pembinaan dan
Pemberdayaan Masyarakat.
(2) Hasil sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dipergunakan



sebagai Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan
perundang-undangan.

(3) Hak Kepemilikan Tanah Kas Desa yang disewakan tetap berada pada penguasaan
Pemerintah Desa.

BAB IV
TATA CARA SEWA TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu
Ketentuan Sewa Tanah Kas Desa

Pasal 9
Tanah Kas Desa yang disewakan terdiri dari :
(1) Tanah Celengan
(2) Tanah Ex Bengkok

Pasal 10
Ketentuan harga Sewa Tanah Kas Desa dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi berdasarkan
kelas tanah dan lokasi, yang terdiri dari :

a. KlasA
b. KlasB
c. KlasC
d. KlasD

Pasal 11
(1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) disewakan kepada
masyarakat dengan mengutamakan warga Desa Pejambon.
(2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) dapat disewakan kepada
Kepala Desa dan Perangkat Desa Pejambon berdasarkan Hak asal Usul.

Bagian kedua
Tata Cara Sewa Tanah Kas Desa

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan Sewa Tanah Kas Desa dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali yang
dituangkan dalam perjanjian sewa Tanah Kas Desa.

(2) Jangka waktu satu tahun dalam perjanjian sewa Tanah Kas Desa dimulai musim
tanam pertama (rendeng) sampai akhir musim tanam pertama tahun berikutnya.

(3) Penyelenggaraan Sewa Tanah Kas Desa dilakukan oleh Panitia.

(4) Tata cara Sewa Tanah Kas Desa tentang waktu, harga, dan lainya diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa

Pasal 13
Seluruh Pendapatan hasil sewa Tanah Kas Desa ditransfer ke Rekening Desa sebagai
Pendapatan Asli Desa.



BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pejambon.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Diundangkan di Pejambon
Pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DESA PEJAMBON

ALVIN MUJAHID

LEMBARAN DESA PEJAMBON TAHUN 2018 NOMOR 03



